
3. Undang-Undang Nomor 40 ta.bun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4456); 

J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

b. bahwa dengan memperbatikan jumlah sumber daya 
ma.nusia pelaksana pelayanan keschatan yang masib 
kurang, rnaka diperlukan pedornan daJam rckrutmen 
pegawai non _pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf 
a, huruf b, dan buruf c, maka pcrlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLUD 
Puskesmas; 

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Jepara 
Nomor 445.4/268 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Puskesmas Sebagai UPT Yang Menerapkan Pola 
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerab (BLUD), 
maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesebata.n 
pada masyarakat dcngan mcngoptimalkan pcngclolaan 
sumber daya manusia; 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

Menimbang 

;;: !; //,! 

~s~~J - ~ 
°7..7\:. .. <~ 

"'l' .. ,Jf~ ,~ 
BUPATJ JEPARA 

PROVlNSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAl 
KONTRAK BLUD PUSKESMAS 
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10. Peraruran Pemerintab Nomor 65 tahun 2005 tentang 
Standar Pelayanan Publik; 

9. Peraruran Pemerintab Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuaogan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 
4578); 

Bad an 
Negara 

tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Layanan Umum (Tambaban Lembaran 
Republik Indonesia Nornor 5340); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umurn 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tabun 2005 
Nomor 28, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintab Nomor 74 Tabun 2012 tentang 
Pcrubaban Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 23 

7. Undang- Undang Nomor 36 Tabun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 298, Tambaban 
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5607); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tabun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 
Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679}; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 150 ,Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3887); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan : 
l. Daerab adalah Kabupaten Jepara: 
2. Bupa.ti adalab Bupati Jepara; 

P.asal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATl TENTANG PENGADMN, 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAl 
KONTRAK Bi,UD PUSKESMAS. 

15. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Jcpara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jcpara nomor 3) 
sebagaimana diubab dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara NO 11 tahun 2006 tentang Pokok­ 
Pokok Keuangan Daerah Kabupaten Jepara [Lembaran 
Daerab Kabupaten Jcpara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
10); 

14. Peraturan Meoteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
Tentang Pusat Kesehatao Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negerl Sipil 
Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang 
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum.(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 653); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 
teotang Pedoman Teknis Pengelolaao Keuaogao Badao 
Layanan Umum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 13 tabun 2006 
tem:ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa k:ali diubah terakhir 
dengao Peraturan Menteri dala.m Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran 
Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310); 
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C,;;">.r II ..... ·- ••• I 

(1) Peraruran Bupatl ini merupakan pedoman dalam pengelolaan 
pegawa.i nan Pegawai ASN pada BLUD Puskesmas dalam rangka 
meningkatkan lrualitas pelayanan kepada masyarakat. 

BAB IT 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

3 Dmas adalab Dinas Kescbatan Kabupaten Jepara; 
4. Pusat Kesebaran Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 

adalah sarana pelayana.n kesebatan fungsional yang merupakan 
Unit Pelaksana Tcknis Dinas Kesehatan yang memberikan 
pelayanao secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat; 

5. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya 
disingkat BLUD Puskesmas adalab Puskesmas yang meaerapkan 
PPK-BLUD; 

6. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah seorang tenaga kesehatan 
dengan kompetensi/kriteria yang telah dipersyaratkan dan memiliki 
tanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas; 

7. Pegawai BLUD Puskesmas adalah seseorang yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat o]eh pejabat yang berwenang, 
ditempatkan ell BLUD Puskesma.s dan diserahi tugas tertentu, yang 
terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai .Kontrak 
BLUD Puskesmas dan Pegawai dengan kerja sama Pibak Ketiga; 

8. Pegawa.i Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah pegawa.i negeri sipil dan pegawai pemerintab dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pcmerintahan atau diserahi 
tugas negara Jainnya dan digaji berclasarkan peraturan perundang­ 
undangan; 

9. Pegawai kontrak BLUD Puskesmas yang selanjutoya disebut 
Pegawa.i kontrak adalah pegawai yang angkat oleh Kepala Dinas 
melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Tim pengadaan Pegawai 
kontrak BLUD Puskesmas, yang bekerja berdasarkan perjanjian 
kontrak dengan masa kerja tertentu. 

10. Formasi adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang 
dibutuhkan untuk mendu.kung penyelesaian tugas Puskesrnas; 

11. Pengbasilan adaJab upah atau bak pegawai yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan 
yang d.ilakukan yang bersangkutan, yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu kesepakatan / perjanjian kerja I 
peraturan yang berlaku; 

12. Jasa Layanan adaJah pendapatan yang berasal dari pelayanan 
yang dilaksanakan oleh BLUD PUSKESMAS; 

13. lnsentif adalab tambaban penghasilan yang didapat dari jasa 
layanan; 

14. Honor adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu 
kegiatan rertenru. 



(]) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari : 
a. Pegawai ASN; 
b. Pegawai kontrak; dan 
c. Pegawai kerja sama dengan pihak ketiga. 

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang di.angkat oleb pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas daJam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 
Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3} Pegawai kontra.k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan pegawai non pegawai ASN yang diangkat dan ditetapkan 
oleb kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan jenis pekerjaan 
tertentu setelah dinyatakan lulus seleksi yang terikat dalam 
Perjanjian Kerja dengan masa kerja tertentu. 

(4) Pegawai dengan kerja sama Pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l} huruf c, merupakan pegawai non pegawai ASN yang 
yang mclakukan pekerjaao tertentu, berdasarkan ikatan kerjasaroa 
antara perorangan maupun lembaga yang berbadan bukum, dengan 
kepala Puskesmas 

KEPEGAWAIAN BLUD PUSKESMAS 

Pasal 4 

BAB IV 

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut ; 

a. kepegawaian BLUD Puskesmas; 
b. pengadaan; 
c. perjanjian kerja; 
d, pengangkatan; 
e. disiplin pegawa.i; 
f. upah dan kesejahteraan; 
g. pengembangan kompetensi; 
h, pemberhentian; 
1. pembinaao dan pengawasan; 

Pasal 3 

BABm 

RUANG LINGKUP 

(2) Peraturan Bupati ini berrujuan agar pengelolaan Pegawa.i non 
Pegawal ASN pada BLUD Puskesmas dapat tertib, efektif dan efisien 
sesuai dengan kebutuhan. 
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(1) Pcngadaan pcgawai kontt:ak direocanakan mclaJul usulao dari 
Pcmimpin BLUD kepada Kcpala Dinas berdasarkan 
1r,.h,1M1hoT'I /fnT"TTiac"l rl,ii.-nf'TQ--n m,.Tn.,.-w1,·t"h""hann\r-o-n 4 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

Pasal 7 

(1) Pengadaan pegawai kontrak dilaksanakan melalui perencanaan, 
pengumuman penerimaan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. 

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 
Tim pengadaan pegawai kontrak yang dibentuk dan ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayar (2) mempunyai tugas: 
a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai kontrak; 
b. meoyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan 

pegawai kontrak; 
c. melaksanakan pengadaan pegawai kontrak; 
d. melaksanakan seleksi; dan 
e. mengumumkao basil seleksi. 

(4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. Ketua : Sekretaris Dinas; 
b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber 

Daya Kesehatan; 
c. Sekretaris : Kepala Subag Umum dan Kepegawaian; 
d. Anggota 

1) Kepala Bidaog Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; 
3) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Pasal 6 

(1) Pengadaan pegawai non pegawai ASN dilaksaoakan unruk meogisi 
kebutuhan/formasi pegawai yang masih kurang dalam rangka 
meoingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Pengadaan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, 
administrasi dan profesional yaitu dengan status pegawai kontrak. 

(3) Pengadaan pegawai deogan kerja sama Pihak ketiga dapal 
dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dengan 
memperti.mbangkan urgensi dan kebutuhan pelayanan serta 
terbatas pada tenaga yang merniliki spesifikasi atau keahlian 
khusus. 

Pasal 5 

BABV 
PENGADAAN 
Bagian Kesatu 

Umum 
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(1) Penerimaan pegawai kontrak dilaksanakan melalui seleksi oleh tim. 
(2) Seleksi sebagaimana diroaksud pada ayat (1) terdiri dari!!!!.':;__-=====::::;;=::- 

Bagian Kelima 
Seleksi 

Pasal 10 

Untuk menjadl pegawai kontrak harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 

a. mengajukan lamaran yang disarnpaikan kepada Kepala Dinas; 
b. warga Negara Indonesia (WN!); 
c. usia paling rendah 18 (delapan betas ) tahun dan paling tinggi 58 

[lima puluh delapan) tahun; 
d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 
c. mempunyai pendidikan dan ketrampllan sesuai dengan 

kebu tub an/ formasi; 
r. surat pemyataan tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain; 

dan 
g. foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar. 

Bagian Kccmpat 
Pengajuan Lamaran 

PasaJ 9 

(1) Dalam ha! rencana pcngadaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 
(2) rnendapatkan persetujuan, Kepala Dinas membentuk Tim 
Pengadaan Pegawai Kontrak. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melaksanakan 
Pengumuman penerimaan pegawai kontrak selama 7 (tujuh) hari 
kerja scbelwn tanggal pengajuan lamaran. 

(3) Pengumuman sebagalmana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan 
pada kantor Dinas, yang memuat : 
a. jumlah dan jenis pekerjaan; 
b. persyaratan yang harus dipenuhi; 
c. jenis ujian penyaringan; 
d. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan 
e. batas waktu pengajuan lamaran. 

Bagian Ketiga 
Pengumuman 

Pasal 8 

a. uraian dan peta jabatan; 
b. sarana prasana yang tersedia; 
c, kernarnpuan keuangan Puskesrnas; dan 
d. analisis beban kerja. 

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Kepala 
Dinas mengajukan rencana pengadaan pegawai kontrak kepada 
Bupati untuk mendapatkan persetujuan. 
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(1) Pemyataan Kerja sebagaimana ctimaksud Pasal 12 ayat (1) dibuat 
secara tcrtUlis yang isinya paliog sedikit memuat : 

Pasal 13 

[l) Sebelum diangkat menjadi pegawai kontrak, caloo pegawai kontrak 
wajib meogikatkan diri dalam Perjanjian Kerja dan membuat 
pernyataan kerja. 

(2) Perjanjian Kerja sebagairnaoa dimasksud pada ayat [I) 
ditandarangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan calon pegawai 
kontrak, yang isinya paling sedikit memuat : 
a. identitas para pihak; 
b. hak dan kewajiban para pihak; 
c. jenis pekerjaan; 
d. besaran upab' 
e. jangka waktu perjanjian kerja; 
f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 
g. pernurusan perjaajian kerja; dan 
h. tanda tangan para pihak. 

{3) Jangka waktu dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) selama l (satu) tabun. 

{4) Conteh bentuk perjanjian Kerja, tercantuam dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 12 

BAB VI 

PBRJANJIAN KERJA DAN PBRNYATMN KERJA 

(1) Hasil seleksi ditetapkan oleh ketua tim, lengkap dengan nilai dan 
keierangan lulus atau tidak lulus yang diumumkan di kantor Dinas. 

(2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pads ayat (1) 
dinyatakan sebagai calon pegawai kontrak. 

(3) Kepala Dinas melaporkan hasil seleksi pengadaan pegawai kootrak 
kepada Bupati, tembusan kepala perangkat daerah yang 
membidangi kepegawaian. 

Bagian Keenan 
Hasil Seleksi 

Pasal 11 

a. seleksi administrasi; 
b. ujian tertulis/seleksi akadernik; dan 
c. res kesehatan. 

(3} Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dita.mbah 
dengan materi seleksi Lain apabila diperlukan, yaitu: 
a. Ujian praktek; 
b. wawancara. 
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Pasal 16 
(1) Setiap pegawai kontrak diberikan nomor identitas dan tanda 

pengenal oleh Kepala Dinas. 
(2) Setiap pegawai kontrak wajib mema.kai pakaian clinas barian yang 

telah di ten tuka.o. 

Bagian Kedua 
ldentitas Pegawai 

Pasal 15 

(1) Pegawai kontrak dapai diangkat kembali/cliperpanjang masa 
kerjanya. 

(2} Syarat untuk dapat cliangkat kembali/diperpanjang masa ke.rjanya 
yaitu dengan menyarnpaikan permohonan pengangkatan kembali/ 
perpanjangan masa kerja kepada Pemimpin BLUD Puskesmas 
secara tertulis yang dilengkapi dengan melampirkan : 
a. Foto copy dokumen surat perjanjian kerja sebelumnya; 
b. foto copy daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian 

paling rendah bernilai baik. 
c. Diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa kerja 

berakhir. 
(3) Pernimpin BLUD Puskesmas mengajukan permohonan 

pengangkatan kembali/perpanjangan masa kerja pegawai kontrak 
kepada Kepala Dinas. 

(4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
KepaJa Dinas menetapkan pengangkatan kembali/perpanjangan 
masa kerja pegawai kontrak. 

(5) Berdasarkan penetapan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) pegawai kontrak mengikalkan cliri dengan 
menandatangani Surat Perjanjian Kerja . 

Calon pegawai kontra.k sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) 
diaoglra:t mclalui peoetapan oleh KepaJa Dinas sebagai pegawai 
kontra.k. 

Pasal 14 

Bagian Kesatu 
MasaKerja 

BABVIl 

PENGANGKATAN 

a. kesediaan dan kesanggupan untuk: mernaruhi semua aruran 
yang ditcntukan oleh BLUD Puskesmas; dan 

b. cidak menunrut untuk: diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
(2) Ommh benruk Pemyaman Kerja tercancum dalam Lampiran 11 yang 

:::::icrupairan oogian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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[I] Pcgawai kontrak BLVD Puskesmas berhak: 
a. memperoleh upah dan uunbahan penghasilan lainnya sesuai 

kemampuan keuangan BLVD Puskesmas; 
b. memperoleh izin/cuti; 
c. memperoleb biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat 

perintah melaksanakan tugas keluar daerah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

(2) Hak izin/cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditentukan sebagai berikut: 
a. izin menikah paling lama 3 (tiga) hari kerja; 
b. cuti melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja; 
c. izin sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja; 
d. Izin punya kerja, paling lama 2 (dua) hari kerja; 
e. izin anggota keluarga meoioggal paling lama 3 (tiga) bari kerja. 

Bagian Kellina 
Hak 

Pasal 19 

Pegawa.i kontrak BLUD Puskesmas wajib : 
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pemerintab serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b, mentaati segala ketentuan peraruran perundang-undangan: 
c. melaksanakan cugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya 

dengan penub pengabdian dan rasa tanggung jawab; 
d. menyimpan rahasia negara dan rahasiajabatan; dan 
e. melaksanakan semua kerentuan yang tercanrum dalarn pe-rjanjian 

kerja. 

Pasal 18 

Pegawai kontrak BLVD Puskesmas mempunyai cugas melaksanakan 
pelayanan, penunjang pelayanan, administrasi dan tugas lain yang 
mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Bagian Keempat 
Kewajiban 

Pasal 17 

Bagian Ketiga 
Tu gas 

(3) Ketentuan mengena.i nomor identitas, tanda pengenal, dan paka.ian 
dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur Iebih lanjul oleb Kepala Dinas. 
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Pasal 20 
Setiap pegawai kotrak dilarang : 
a. menyala.hgunakan wewenang; 
b. menjadi perantara unruk mendapackan keu.ncuogan pribadi/acau 

orang lain dengan menggunakan kewenagan orang lain; 
c. memili.ki, cnenjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau 

merninjamkan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan rujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau 
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
negara; 

e. memberi atau menyanggupi akao memberi sesuatu kepada orang 
lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan 
apapun untuk diangkat dalam jabatan; 

f. menerima hadiah atau pcmberian daiam bentuk apapun dari orang 
lain yang berhubungan dengan jabatan dan/acau pekerjaannya; 

g. melakukan suatu tindakan atau tidak mclakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya 
pclayanan sehingga merugikan roasyarakat; 

h, menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan; 
i, duduk sebagai anggota atau pengurus partai; 
j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
dengan: 
1) ikut serta sebagai pelaksana/peserta karnpanye; 
2) mengerahkan pegawai lain dan/at.au menggunakao fasilitas 

oegara untuk kegiatan kampanye; 
3) membuat kepurusan dan/acau tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye; 
4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperplhakan 

terhadap saJah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada 
pegawai dalam lingkungan unit ke.rjanya; 

5) memberikan surat dukungan disertai foto copy Karro Tenda 
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; 

6) terlibat dalam kegiat:an kampanye untuk mendukung pasangan 
calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah; dan/atau 

7) mengguoakan Iasilitas yang terkait dengao jabatan dalam 
kegiatan kampanye. 

Bagian Keenam 
Larangan 

u 
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(l) Kepala Dinas Kesebatan wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai 
kontrak yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, berdasarkan 
laporan dari pimpinan BLUD. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : 
a. secara lisan, apabila berdasarkan pertimbangan pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan termasuk jenis 
hukuman disiplin ringan; 

b. secara tertulis, apabila berdasarkan pertirnbangan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan termasuk jenis 
hukuman dlsiplin berat. 

(3) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemimpin 
8 LUO Puskesmas. 

Pasal 23 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan dan Pemberian Sanksi 

(I) Sanksi disiplin pegawai diatur lebih lanjut oleh kepada Dinas 
yang terdiri dari : 
a. Sanksi disiplin ringan; dan 
b. Sanksi disiplin berat. 

(2) Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari : 
a. teguran llsan; 
b. teguran tertulis; atau 
c. pemyataan lidak puas secara tertulis. 

(3) Sanksi dlsiplin beraL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruJ 
b, yairu pemutusan hubungan kerja/pembeJ"henlian sebagai 
pegawai kontrak. 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Tingkat dan Jenis Sanksi 

Pasal21 
(1) Pegawai kontrak yang melanggar kewajiban dan/atau larangan 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dinyatakan 
sebagai pelanggaran disiplin pegawai. 

(2) Pelanggaran disiplin sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikenakan sanksi. 

Bagian Kesatu 
Pelanggaran Disiplin 

DISlPL[N PEGAWAJ 

BAB VITI 

u 



(1) Pegawai kontrak dapar berhenti apabila : 
a. Ma.sa kerja berakhir; 
b telah mencapai usia 58 (ti.ma puluh delapan) tahun; 
c, mengundurksn diri; atau 
d. meninggal dunia. 

(2) Pemberhentian pegawai kontrak karena telah mencapai usia 58 
[lima pulub delapan) tahun scbagaimsna dimaksud pada ayat (l) 
huruf b dilsksenakan setelah masa Kerja berakhir. 

----~~~~~~~ 

PEMBERHENTlAN 

Pasal 28 

BABXJ 

Da1:a:o :nmgka meniogkatkan kemampuan clan wawasan keilmuan, 
~...-ai kontrak dapat diberikan pelatihan/ bimbingan teknis sesuai cugas 
cm fungsinya. 

Pasal 27 

PENGEMBANGAN KOMPETENSl 

BABX 

(11 Senap pegawai kontrak berhak mendapatkan upah setelah 
melsksaoakan cugas yang dihayarkan setiap awal buJan pads bulan 
berik:utnya dengan besaran yang berpedoman pads standarisasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara pada tahun berjalan. 

[2 Seisin upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga 
diberikan insentif dao/stau honorarium sesuai dengan kemampuan 
kruangan Puskesmas. 

BAB IX 
UPAH DAN KESEJAHTERM.N 

Pasal 26 

Unruk pemberian sanksi be:rat dilaksanakan oleh kepala Dioas, 
scdangkan pemberian sanksi ringan dapat dilaksanakan oleh pejsbat 
saru tingkat dibawahnya. 

Pasal25 

Bagian Keempat 
Pejabat Pemberi Sanksi 

Pegawai kontrak yang pernah mendapatkan sanksi disiplin ringan 
kemudian melakukan pelanggaran yang sifat dan/atau jenisnya sama 
seperti yang pemah dilakukan sebelumnya, dapat diberikan sanksi 
disiplin berat, 

Pasal 24 
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(1) Kepala Dinas melakukao pembinaan dan pengawasan kepada 
pegawai kontrak. 

(2) pelaksanaanoya pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pemimpin BLUD 
Puskesmas sebagai atasan langsung. 

BAB XlT 

PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 30 

(l)Apabila pcgawai kontrak berhenti atau diberhentikan maka: 
a. Pemimpm BLUD Puskesmas wajib melaporkan kepada Kepala 

Dinas, 
b Pe111itnpin BLUD Puskesmas dilarang melakukan penggandan 

pcga..ai sebelum dilakukan pengadaao pegawai yang 
berpedoman pada Peraturao Bupati ini, 

!'21 Pegacai kontrak yang berhenti atau diberhentikan setelah 
meJaksanakao tugas lrurang dari l (satu) buJao, maka pemberian 
upehnya ditentukan sebagai berikut : 

a. sampai dengan 20 (dua puJuh) hari kerja, upah dihirung 
dcngan cara jumlah hari kerja yang dilaksanakan kali upah 
perbulan d.ibagi hari kerja efektiI dalam sam buJan. 

D. diatas 20 ( dua puJuh) bari kerja, d.iberikan upah 1 (satu) 
buJan penub. 

[3, Da1am ha1 pegawai kootrak meoingga1 dunia, yang telah 
rnelaksanakan tugas lebih dari 10 (sepuJuh) hari kerja pada buJan 
berkenaan, maka diberikan upah senilai 1 (satu) bulan penub. 

Pasa1 29 

(3) Pegawai kontrak d.iberhentikan apabila : 
a. alasan kesehatan yang menyebabkan tidak dapat mclaksanakan 

tugas secara pennanen; 
b. melanggar ketenruan yang tercantum dalam perjanjian kerja; 
c. mclakukan _pelanggaran disiplin tingkat berat; 
d. tidak dapar melaksanakan sepenuhnya rugas/pckcrjaan yang 

dibebankan kcpadanya; dan/atau 
e. mclanggar peraruran yang telah ditentukan. 

(4) Pembcrhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
menunggu sampai berakhirnya masa Kerja. 

14 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR .... 17 

SE:.RETARJS DAERAB KABUPATEN JEPARA, 

Oiundangkan di Jepara 
pad.a tanggal 10 ,,pril 2017 

PENELITJMv. PRODUl< ~fUKUM 
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Ditetapkan di Jepara 
pada t.anggal 10 ~ril 2017 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Peramran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriatahkan pengundangan 
Peramran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jepara 

(1) Pegawai harian lepas yang telah bekerja di Puskesmas sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini, diangkat sebagai pegawai 
koatrak. 

(2) Besaran upah, pengaturan hale dan kewajiban, clan ketentuan­ 
ketenwan lain yang berlaku pada pegawai dengan kerja sama 
pibak ketiga, diatur dalam perjajian kerja sama, 

BAB XIV 
ATURAN PERALIHAN 

Pasal 32 

semua pembiayaan yang berkaitan dengan pegawai kontrak 
dibebankan kepada Anggaran BLUD Puskesmas. 

Pasal 31 

BAB XJII 

PENGANGGARAN 



1~ Pasal 2 

BABU 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pibak KESATU memberikan pekerjaan kepada Pihak KEDUA sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pibak KESATU sebagai Pegawai 
Kontrak BLUD Puskesmas yang ditugaskan untuk pekerjaan yang telah 
direnrukan oleh Pihak KESATU dilingkuogan BLUD-Puskesmas . 

BAB! 
OBYEK PERJANJlAN 

Pasal 1 

Piliak KESATU dan Pihak KEDUA untuk selanjutnya secara bersama­ 
sama disebur Para Pihak dengan ini setuju dan sepa.kat untuk 
mengadakan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Kontrak BLUD 
PUS:KESMAS pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas . 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

IL Nama . 
Tcmpat/TgL Lahir . . . 
l't:t1di~ ti:~ : ....•.....•.................• 
Alamat . 
dalam haJ ini bertinda.k untuk dan atas nama pribadi, yang 
selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA. 

Pada hari ini, tanggal bulan tahun ( - - 
........ ) . 
Kami yang bertanda tangan dibaawah ini : 
I. Nama . 

Nip : . 
Pangkat/Gol.Ruang : . 
Jabatan ; Pemimpin BLUD Puskesmas ....•.....• 
Dalam hal Ini berlindak untuk dan atas nama BLUD 
Puskesmas .....•....... , 
yang selanjucnya disebut sebagai Piba.k KESATU. 

PERJANJ!AN KERJA 
Nomor : . 

CONTOB BENTUK PER...IANJIAN KERJA ANTARA BLUD PUSKESMAS 
DENGAN PEGAWAI KONTRAK BLUD PUSKESMAS 

10 llpril 2017 Tanggal 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor 17 Tahun 2017 
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b. =ii:aari semua ketentuan yang berlaku bagi pegawai tidak tetap 
pada BLUD-Puskesmas, termasuk peraturan jam kerja, disiplin 
11:cja mengeoakan tanda pengenal, rnemakai pakaian dioas dao 
=r1a<saoakan perintah atasan; 

c, :::ria--cSaoekeo rugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan 
~ tanggUDgjawab; 

c.. ;-dak:saaakso semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian 
b::rja ini. 

• iliM ?Jlak KEDUA : 
a. ~ upah deogan. ketentuan sebagaimana tercantum pada 

aya.t (1) huruf a; 
.;,. apehi1a Pihak KEDUA berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 

saw) bulan, make perhitungao upabnya ditentukan sebagai 
berikut: 
~- sampai dengan 20 (dua puluh] hari kerja, upab diberikan 

dengan cars jumlah hari kerja yang dilaksanakan kali upab 
perbulan clibagi had kerja efektif dalam satu bulan; 

2. diaras 20 ( dua puluh] hari kerja, mendapatkan upah l (satu) 
bu1an penub; dan 

3. sampai deogan 10 (sepulub) hari kerja, upab diberikan dengan 
cars. jumlab hari kerja yang dilaksanakan kali upah perbulan 
dibagi hari kerja efektif dalam satu bulan; 

4-. mcninggal dunia, lebih da.ri 10 (sepulub) had kerja pada bulan 
berkenaan, mendapat.kan upab 1 (satu) bulan penuh. 

c. mcndapatkan hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku pada BLUD­ 
Puskcsma.s. 

d. mendapatkan biaya perjalanen dines, apabila Pihak KEDUA 
roendapat perintah melaksanakan rugas keluar DaeralJ; de? "1-"- ••• , .~J 

I ..F-•, .. ,,. ... ,,011 • : ' I 

{l] Kewajiban Pibak KESATU ada)eb memberi.kan kepada Pihak KEDUA 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak KESATU, yaitu : 
a. upab, setelabnya Pihak KEDUA melaksaoekao tugas, yang 

dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar Rp . 
......................... ( rupiah); 

b. cuti; 
c. biaya perjalanao dinas, apabila Pihak KEDUA rnendapat perintab 

meleksanakan rugas keluar Daerah; dan 
d. jamioan kesehatan. 

(2) Hak Pibak KESATU: 
a. mendapatkan. manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang 

dilakukan oleh Pihak KEDUA; 
b. mengalihrugaskan Pihek KEDUA antar unit/bagian clilingkungao 

BLUD Puskesma.s; dan 
c. menghenn1mo Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku pada BLUD-Puskesmas. 
(3) Kewajiban PihaJc KEDUA : 

a. setia dao taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
.Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan 
asaaiao bangsa dalam wadab Negara Kesatuan Republik 
lnckmcsa" • 



Hal-hal lain yang belum cukup diarur dalam Perjanjian ini akan diatur 
tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kcrja ini. ::::=====,,,,,,=--~~~~ 

Pasal 6 

BAB VI 
ADDENDUM/ AMANDEMEN 

Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila Pihak KEDUA : 
a. tidak memenuhi syarat kesehatan; 
b. melanggar ketentuan yang tercanturn dalam perjanjian kerja 
c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa 

keterangan yang dapat clipertanggungjawabkan; 
d. tidak dapat mela.ksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya; dan/ atau 
e. melanggar peraturan yang telah dilentukan untuk pegawai non 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLUD Pusesrnas. 

PasaJ 5 

BABV 
PEMUTUSAN PERJANJ1AN KERJA 

(1) F\.Jjanjiat Kerja ini bcrlaku untukjangka waktu selama 1 (satu) tahun 
terl:ut"~ mul.ai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini 
sa.;;;;pa oec;gan tanggal . 

[:2) l"c:-'fo.lp.n- ~a ini dapat diperpaojang untuk jangka waktu tertentu 
~ kcsepakatan Para Pihak dengan mempertimbangkan 
~ dan _penila.ian kinerja. 

PasaJ 4 

BAB IV 
JANGKA WAKTU 

(1) Pihak KESATU ~tk:an Pihak KEDUA pada unit/bagian . 
unmk: rnelaksaca':cin t"-¥1-5 sebagai. . 

(2) Pihak KESA.JU da;,s· ,.engafibrugaskan atau memperbantukan Pihak 
KEDUA pada uni:Jb=tpn lain selain unit/bagi.an sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11. baik tetap atau sement.ara sesuai dengan 
kcbutuhao 8WD ?nskesrnas. 

Pasal 3 

BAB ID 
PENEMPATAN 



KEPALA PUSKESMAS PEGAWAIYBS 

Pihak KESATU Pihak KEDUA 

Demikian Perjanjian Kerja .ini dibuat dan ditandatangani oleb Para Pihak 
di .Jepara pada hari, tanggal, bulan clan lahun sebagaimana dluraikan 
pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai 
cukup dan masing-masing mempunyai kelruatan hukum yang sama. 

Pasal 7 

BAB VII 
PENUTUP 
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Dengan mi menyarakao babwa saya: 
1. Bersedia menjad.J Pegawal Kontrak BLUD Puskcsmas pada BLUD- 

Puskcsmas .•........................ ; 
2. Bersedia dan sanggup melaksanaka.o rugas setiap saat sesuai dengan 

pcrint.ah at.asan; 
3. 13ersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungao BLOD- 

Puskesmas d.an semua ketentuan peraturan penmdang- 
undangan; 

4. Dalam menjalankao rugas senantiasa akan memperhatikao 
keselamaum kerja dan berpedoman pada ketenruan peraturan 
perundang-undangan; 

5. Sdama dalam meojalankan tugas dinas, sanggup memakai pakaian 
seragam, mcngeoakan tanda pcngenal dan petlengkapan yang berlaku 
pada BWD-Puskesmas .......•.......... ; 

6. Bersedia untuk tidak bekcrja rangkap pada instansi lain yang dapat 
mengakiba.tkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai 
Kontrak BLUD Puslresmas pada BLUD-Puskesmas ; 

- Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah 
\fioimum Kabupaten (UMKJ yang bcrlaku diwilayah Kabupateo Jepara 
serta sesuai dengan kemaropuan Aoggaran BLOD- 
~ ; 

5 T"xiak akan .menuntut untuk diangkat sebagai Tenaga Tctap BLUD 
i:.:.aupun Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); 

o Txlak menunrut kesejahteraan lain diluar kemampuan Aoggaram 
BLOD-Puskesmas ; 

:O Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak 
memaoibi ketentuan yang betlaku serta dengan sengaja melakukan 
tmdakao yang bertentangan dan .melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

11. Bersedia. dan sanggup dibcrbentikao sewakm-wakru apabila oleh 
karena sesuatu hal sehiogga tenaga sa.ya tidak dipcrlukan lagi, dalam 
ha! ini saya tidak akan menuntul uang pesangon dan tuntutan lain 
bc:rbubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Tidak Tetap 
pada BLUD-Puskesmas . 

Yang bertanda tangan dibawab ini, saya : 
Nama : ............................•..... 
Tempat/Tgl. Lahir . 
Jenis Kclamin : Laki-laki/Perempuan 
Pendidikao/Tahun . 
Starus pcrkawinao . 
Alamat : . 

SURAT PERNYATAAN 

CONTOHBENTUK PERNYATAAN KERJA 

Tanggal 
17 Tahun 2017 

10 April 2017 

Nomor 
LAMPIRAN 11 PERA.TORAN BUPATI JEPARA 
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(NAMA PEGA WAI YBS) 

Meterai Rp. 6.000 

Jepara, . 
YANG MEMBUAT PERNYATAAN 

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengao sesunggubnya 
dalam keadaan sehat jasmaoi dan mhani, tanpa ada tekaoan dan 
paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satuJ 
diantaranya dibubuhi meterai secukupnya dan agar yang berkepentingao 
maklum adaoya. 
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